Menimbang

Mengingat

-

b.

1.

2.

‘ BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

' PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penjabaran Anggararn
wwﬁamwmﬁmb dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020; : ‘

bahwa Umﬂmmmmwwm_b pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Undang — Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah — daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
' Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang -~ Undang Nomor 12 Tahun 1994 { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ), . :

. .‘ 3. Undang — Undang .....
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Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 );

.Gbmmﬁm.w Gsam.bm.. ZQEOH“ 17 Tahun 2003 tentang Nmﬁmbmmb Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, .H,m_acmbmﬂ h.mE__u.mHmD Negara wﬁwﬁmwww.w Indonesia Nomor 4286} ;

Undang — Undang Nomot 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

_Gsmmﬂw. — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);
Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

" Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Humwbmibﬁmwmﬁ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T ‘hun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Tambahan Lembaran: Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090); . : L ow B ‘




8,
14.
15.
16.

17

18.

19.

20
21,
22,

23

Peraturan Pemerintah Nomor 23 q,mwu,w 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik _ﬂagm%%ﬂcgoﬂ-hmoww .

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan’ (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503};

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); . _

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ‘ &

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar wm_m%mbm.b
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang tentang Sistem _umwmm.ba.&mm.b _EHQS Pemerintah { Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembafan Negara Republik Indonesia Nomor 5272); TR,y

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan mmcmsmmb. Dan >m§~mﬁmﬂm .maﬁgmﬁ, dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); . S ¢ o




24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu
“#0 rindonesia‘Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repiiblik Indonesia Nomor 6322) _
'25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman wnﬁmmwo_mmb Keuangan Daerah, sebagaimana
- “‘telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

- kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Huwﬁwmwo_wmbﬁmﬁ.mdmmﬁ Daerah;

._ 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Belanja Daerah Tahun 2020; . ‘
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok — pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
7 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah -
Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pokok — pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8};
9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
bupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 25 -

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
ahan Lembaran Daerah Kabupaten

blik .

Pedoman vmwwﬁ.mcuwb Anggaran Pendapatan dan ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor , Tamb

Bone Nomor )

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020
Pt ) Pasal 1
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : .
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‘a. . Pendapatan Asli Umﬁm& Y Rp. 211.584.275.793,00
.. b. Dana Perimbangan . Rp. 1.618.341.266.000,00 e
o.,.‘ EE g?ﬁm@m&b yangSah .. . Rp. 589.989.027.000,00 ‘ _
e Jumlah m»&%ﬁ% ‘ Rp. 2.419.914.568.793,00
w wn_mbum '
a. Belanja Tidak Langsung e
1. Belanja Pegawai - - Rp 1.013.858.760.493,00
2. Belanja Bunga o Rp. 0,00
3. Belanja Subsidi . " Rp. 0,00
4, w&mbum Hibah Rp. 33.824.800.000,00
5. Belanja Bantuan on& Rp. 1.420.000.000,00
6. Belanja Bagi Hasil . : Rp. 7.538.020.040,00
7. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 450.973.041.655,00
8. Belanjan tidak Terduga Rp. 1.500.000.000,00

Rp. 1.509.114.622.188,00
b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai : Rp. 18.610.657.900,00
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 636.358.266.194,00
3. Belanja Modal w 1 E Rp. 303.577.446.156,00
: Rp. 958.546.370.250,00
Jumlah Belanja Rp. 2.467.660.992.438,00

- Surplus/(Defisit) Rp- (47.746.423.645,00)




3. Pembiayaan ] ; .
) Rp.  57.746.423.645,00

a. Penerimaan :

b. Pengeluaran o : . -Rpa 10.000.600.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto . o Rp. 47.746.423.645,00
Rp. 0,00

- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun .._unammmﬁmmn |

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD yang sebagaimana dimaksud dalam vmm& 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan

Bupati ini.
Pasal 3
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 11 Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati Bone.

Pasal 5
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam :
erundang — undangan.

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan p




wmm&m@

Peraturan Bupati Bone ini mulai berlaku pada tanggal &ﬁb@mb%wwm.
Agar momm.v orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan .Wwam, ini mobmmm.wwbowdﬁm»mmsw a dalam
Berita Daerah Kabupaten Bone. e u L TwRn o i |
Ditetapkan di Watampone
ada tanggal 12 _wommaﬂmﬂ 2019
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